BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari
17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km” dan luas laut sekitar
3,1 km? (0,3 juta km” perairan territorial dan 2.8 juta km” perairan nusantara).’
Melalui deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, Indonesia menyatakan kepada
dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan
Indonesia) menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Indonesia sebagai negara
kepulauan telah diakui dunia internasional melalui konvensi hukum laut PBB
ketiga, United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS
1982), kemudian diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No.17
Tahun 1985.” Demikian juga pada Pasal 25A UUD 1945 (hasil amandemen
kedua UUD 1945), menyebutkan bahwa “NKRI adalah negara kepulauan
yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan Undang-Undang”. Hal ini semakin mengukuhkan
eksistensi Indonesia sebagai negara maritim.

Indonesia terdiri dari 34 provinsi dimana masing-masing provinsi
memiliki wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara
ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Pengaturan mengenai pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di
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Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terakhir telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil dan tidak terlepas pula dari Undang-Undang No. 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Batasan wilayah
pesisir dibagi menjadi dua subsistem; yang pertama, garis pantai menuju ke
arah darat yang disebut sebagai wilayah pesisir pantai; dan yang kedua, garis
pantai menuju ke arah laut yang disebut sebagai perairan pesisir. Penelitian ini
akan lebih berpusat pada status penguasaan masyarakat atas tanah di
sepanjang wilayah pesisir pantai yang merupakan daerah peralihan antara
ekosistem darat dan laut pada bagian darat.

Pertumbuhan penduduk yang pesat setiap tahunnya disertai dengan
meningkatnya intensitas pembangunan di segala bidang, menyebabkan
ketersediaan lahan semakin terbatas terutama di kota-kota besar. Wilayah
pesisir tergolong sebagai kawasan yang unik karena memiliki berbagai
keanekaragaman hayati, nilai ekonomi yang tinggi, dan mampu menyangga
kehidupan masyarakat pantai. Kondisi yang demikian yang membuat para
pengusaha semakin ingin untuk merambah ke wilayah pesisir dan
menjadikannya sebagai tempat kegiatan usaha, mengingat selama ini wilayah
pesisir belum banyak tersentuh maupun dimanfaatkan secara optimal.

Wilayah pesisir merupakan kawasan yang sangat rentan terhadap

perubahan, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan akibat



perbuatan manusia. Kawasan sempadan pantai dibutuhkan untuk mencegah
terjadinya kerusakan pada wilayah pesisir akibat perbuatan manusia.
Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional
dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik
pasang tertinggi ke arah darat.’ Penetapan batas sempadan ini menegaskan
bahwa sepanjang 100 meter dari pasang tertinggi ke arah darat dilarang
melakukan pembangunan apapun karena merupakan kawasan perlindungan
setempat. Penetapan batas sempadan pantai hendaknya direalisasikan dengan
penegakan hukum (law enforcement) terhadap semua pihak yang melakukan
pelanggaran tanpa terkecuali. Penetapan ini ditujukan untuk melindungi pantai
dari kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan kelestarian kawasan pantai.
Pada realitasnya, sudah banyak bangunan yang berdiri di sempadan pantai
atau kurang dari 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Terdapat
juga bangunan yang berdiri dengan fondasi setengah di atas permukaan darat
dan setengah di atas permukaan laut, bahkan berdiri tepat di atas permukaan
laut. Pembangunan-pembangunan yang terjadi di wilayah pesisir pantai
diantaranya adalah lahan industri, rekreasi/wisata, bangunan hotel,
permukiman, dan sebagainya. Pelanggaran di wilayah pesisir pantai terjadi
karena penegakan hukum yang belum dilaksanakan secara maksimal. Melalui
permasalahan ini, diperlukan peran negara dalam menegakkan peraturan yang
ada sehingga pembangunan yang terjadi tidak merusak kondisi permukaan

bumi dan merugikan pihak manapun.
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Wilayah pesisir pantai merupakan kawasan milik umum, sehingga
pemanfaatannya harus dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Pembangunan
di wilayah pesisir pantai oleh pihak swasta seperti hotel dan pelabuhan
merubah sifat pesisir pantai menjadi milik pribadi. Penguasaan secara pribadi
ini akan menimbulkan ketidakharmonisan antar masyarakat sekitar
dikarenakan adanya penguasaan secara sepihak. Pembangunan yang terjadi di
wilayah pesisir pantai hendaknya memperhatikan peraturan perundang-
undangan sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan pemanfaatan yang
dapat membahayakan keanekaragaman sumber daya alam dan merugikan
masyarakat, baik masyarakat umum maupun masyarakat pesisir. Adapun yang
dimaksud dengan masyarakat pesisir adalah berbagai pihak (baik perorangan,
kelompok lembaga, maupun badan hukum) yang bermukim di wilayah pesisir
dan memiliki mata pencaharian yang berasal dari sumberdaya alam dan jasa-
jasa lingkungan pesisir. Berdasarkan basis tempat tinggal dan mata
pencaharian tersebut dapat dipetakan komponen masyarakat pesisir yakni
nelayan, petani ikan, pemilik atau pekerja indusri pariwisata, pemilik atau
pekerja industri pariwisata, pemilik atau pekerja perusahaan perhubungan laut,
pemilik dan pekerja pertambangan dan energi, pemilik dan pekerja industri
maritim galangan kapal. *

Suatu wilayah pesisir, di dalamnya terdapat satu atau lebih sistem
lingkungan (ekosistem) dan sumberdaya pesisir. Ekosistem pesisir dapat

bersifat alami ataupun buatan (man-made). Ekosistem alami yang terdapat di
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wilayah pesisir antara lain adalah terumbu karang (coral reefs), hutan
mangrove, padang lamun (sea grass), pantai berpasir (sandy beach), formasi
pes-caprea, formasi baringtonia, estuari, laguna dan delta. Ekosistem buatan
antara lain berupa: tambak sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan
industri, kawasan agroindustri dan kawasan pemukiman. Sedangkan
sumberdaya yang dapat pulih antara lain, meliputi: sumberdaya perikanan
(plankton, benthos, ikan, moluska, krustasea, mamalia laut), rumput laut
(seaweed), padang lamun, hutan mangrove dan terumbu karang. Untuk
sumber daya tak dapat pulih, antara lain mencakup: minyak dan gas, bijih
besi, pasir, timah, bauksit dan mineral serta bahan tambang lainnya.’
Masyarakat pesisir dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari
ketergantungannya akan sumber daya pesisir sehingga mereka memilih untuk
bertempat tinggal di wilayah pesisir. Pembangunan yang terjadi di wilayah
pesisir pantai akan menutup akses bagi masyarakat pesisir untuk menjalankan
pekerjaannya karena adanya penguasaan pihak swasta terhadap wilayah
pesisir pantai.

Pada tanggal 21 Maret 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional menetapkan sebuah peraturan baru yang
diundangkan pada tanggal 14 April 2016, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 17

> Rokhmin Dahuri, Jacub Rais, Sapta Putra Ginting, M.J Sitepu, Pengelolaan Sumber
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lamun, hutan bakau, yang berfungsi sebagai penyedia bahan (seperti ikan, minyak, mineral, kayu,
dll) dan penyedia jasa (seperti rekreasi, perlindungan alamiah terhadap bahaya alam seperti angin
taufan dan ombak) kepada komunitas yang tinggal di wilayah pesisir.



Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 17 Tahun 2016 pada
dasarnya mengatur mengenai penataan tanah pada 4 (empat) lokasi, yaitu
penataan tanah di wilayah pesisir, pulau kecil, tanah reklamasi, dan tanah
timbul. Untuk pemberian hak atas tanah di daerah pantai, Pemerintah dapat
memberikan hak atas tanah kepada bangunan-bangunan di wilayah pesisir
pantai yang digunakan untuk®:

a. Pertanahan dan keamanan;

b. Pelabuhan atau dermaga;

c. Tower penjaga keselamatan pengunjung pantai;

d. Tempat tinggal masyarakat hukum adat atau anggota masyarakat yang
secara turun-temurun sudah bertempat tinggal di tempat tersebut;
dan/atau

e. Pembangkit tenaga listrik.

Hak atas tanah di wilayah pesisir pantai dapat diberikan dengan pengecualian
pembangunan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, antara lain sebagai berikut: peruntukan bangunan
harus sesuai dengan rencana tata ruang, mendapat rekomendasi dari
pemerintah, dan harus memenuhi ketentuan perizinan.

Melalui Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 17 Tahun 2016,

pemberian hak atas tanah di wilayah pesisir yang sebelumnya tidak dapat

diberikan menjadi dapat diberikan. Penataan pertanahan yang diatur dalam

% Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil



Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 17 Tahun 2016 tidak sejalan dengan
yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, terutama Pasal 35 yang
melarang pendirian bangunan yang menimbulkan kerusakan lingkungan
dan/atau merugikan masyarakat sekitar. Pembangunan yang tidak mengikuti
peraturan yang berlaku semestinya tidak dapat diberikan hak atas tanah.
Ketidakselarasan peraturan yang ada hendaknya diberikan penanganan
sesegera mungkin agar tidak menimbulkan perdebatan terhadap penguasaan
tanah di wilayah pesisir pantai.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 17 Tahun 2016 juga
bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman yang menyatakan bahwa permukiman adalah bagian dari
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan
maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian dan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Penyelenggaraan
permukiman di wilayah pesisir pantai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (6)
Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung bahwa terdapat kawasan sempadan pantai yang merupakan salah satu
bentuk kawasan perlindungan setempat. Salah satu upaya yang dapat
dilakukan untuk melindungi kawasan lindung khususnya di sempadan pantai
adalah dengan melarang pembangunan di wilayah pesisir pantai. Namun,

Peraturan Menteri ATR No. 17 Tahun 2016 dikhawatirkan akan mendorong



pembangunan di wilayah pesisir pantai karena Badan Pertanahan Nasional
(BPN) akan memberikan legalisasi sertipikat hak atas tanah terhadap
bangunan-bangunan di tepi pantai dan perairan pesisir.

Di Indonesia, sebagian kondisi perumahan dan permukiman penduduk
yang berada pada wilayah pesisir pantai tidak tertata dengan baik, terlampau
padat, kumuh dan tidak layak huni. Salah satu penyebabnya adalah
penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN), RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten/Kota.
Penyusunan tata ruang dan panduan pembangunan wilayah pesisir sangat
perlu dilakukan untuk menghindari benturan antara satu kegiatan dengan
kegiatan pembangunan lainnya. Penataan ruang bukan hanya mengatur
struktur ruang yang ada di wilayah daratan saja, tetapi menyangkut seluruh
wilayah provinsi, kabupaten, maupun kota, termasuk wilayah pesisir yang
dimilikinya. Berbagai kegiatan dan kepentingan dilaksanakan di wilayah
pesisir, bahkan terkadang kegiatan-kegiatan tersebut saling bertentangan.
Seperti halnya pembangunan pelabuhan di wilayah pesisir pantai tidak sesuai
dengan Pasal 61 huruf d Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang yang menegaskan bahwa dalam pemanfaatan ruang, setiap
orang wajib memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Yang

termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain



adalah sumber air dan pesisir pantai.’ Pantai merupakan milik publik sehingga
tidak dapat diklaim secara eksklusif oleh individu ataupun perusahaan.

Pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRWN berdampak pada status
penguasaan tanah. Sertipikat hak atas tanah hanya dapat diterbitkan apabila
syarat prosedur pendaftaran sudah terpenuhi dan tidak melanggar RTRWN.
Kepemilikan terhadap sertipikat hak atas tanah memberikan perlindungan
hukum bagi pemegangnya. Bangunan yang tidak disertai dengan sertipikat
hak atas tanah memiliki risiko yang tinggi terhadap pembongkaran bangunan
tanpa diberikan ganti rugi.

Penggunaan dan pemanfaatan di wilayah pesisir pantai perlu
memperhatikan suatu keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat,
penguasa, serta negara. Pengetahuan mengenai status, fungsi dan kepemilikan
tanah pada wilayah pesisir pantai sangat penting demi mengupayakan
koordinasi terpadu dalam pengelolaan pantai secara berkelanjutan.
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Status
Penguasaan Tanah di Wilayah Pesisir Pantai Berkaitan dengan Penataan
Ruang”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan
masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status penguasaan masyarakat atas tanah di sepanjang

" Penjelasan Pasal 61 huruf d Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang



wilayah pesisir pantai?

2. Bagaimana dampak hukum kepemilikan dan/atau penguasaan tanah
masyarakat di sepanjang wilayah pesisir pantai berkaitan dengan
penataan ruang?

1.3 Tujuan Penelitian
Secara umum tujuan penelitian ini untuk mendalami berbagai aspek
tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam
perumusan masalah. Melalui uraian dari latar belakang di atas, maka
tujuan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelusuiri, menemukan, dan menganalisis status penguasaan
masyarakat atas tanah di sepanjang wilayah pesisir pantai.

3. Untuk menelusuri, menemukan, dan menganalisis dampak hukum
kepemilikan dan/atau penguasaan tanah masyarakat di wilayah pesisir
pantai berkaitan dengan penataan ruang.

1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara
akademis maupun secara praktis adalah:

1. Manfaat Akademis

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran pada pengembangan ilmu hukum di bidang pertanahan
khususnya di wilayah pesisir dan mampu menambah wawasan kepada
masyarakat yang mempunyai tanah di wilayah pesisir pantai.

2. Manfaat Praktis
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Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pembuat Undang-
Undang di bidang pertanahan untuk melakukan pembaharuan
peraturan perundang-undangan serta sistem hukumnya sehingga
mengurangi terjadinya sengketa pertanahan khususnya di wilayah
pesisir. Selain itu, memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang
sudah ataupun yang akan tinggal di wilayah pesisir pantai dan sebagai
bahan informasi bagi para pelaksana kebijakan dalam mengambil
langkah-langkah perumusan kebijakan pertanahan di Indonesia. Oleh
karena itu, dengan adanya penelitian ini, diharapkan masyarakat luas
khususnya para pemilik tanah di wilayah pesisir agar mengetahui
status penguasaan tanah yang dimiliki dan menaati segala prosedur
dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan
dengan wilayah pesisir sehingga meminimalisir resiko terjadinya
sengketa pertanahan di wiliyah pesisir dikemudian hari.

1.5 Sistematika Penulisan
Penulis membagi 5 (lima) bab yang saling berhubungan antara satu
dengan yang lainnya. Adapun susunan kelima bab tersebut adalah sebagai
berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan
yang ada yaitu mengenai Status Penguasaan Masyarakat Atas Tanah di
Sepanjang Wilayah Pesisir Pantai. Kemudian ada perumusan masalah

yang dibahas, tujuan dilakukannya penelitian ini, serta sistematika yang
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digunakan dalam penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka, pada bab ini berisi tentang landasan teori dan
landasan konseptual. Landasan teori merupakan teori-teori yang
memperkuat penelitian yang terdiri dari:

1. Tinjauan Umum Hukum Pertanahan yang diuraikan teori-teori seperti
(a) Pengertian Tanah, (b) Penguasaan dan Pemilikan Tanah, (d)
Pendaftaran Tanah, (e) Sertipikat Hak Atas Tanah, dan (e)
Penatagunaan Tanah.

2. Wilayah Pesisir yang meliputi (a) Pengertian Wilayah Pesisir, (b)
Batasan Wilayah Pesisir, (¢) Kawasan Sempadan Pantai.

3. Konsep Penataan Ruang yang meliputi (a) Pengertian Ruang, Tata

Ruang, dan Penataan Ruang, dan (b) Penataan Ruang Wilayah Pesisir.

BAB IIIl METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai (1) jenis penelitian yang digunakan,
yaitu yuridis normatif, (2) prosedur pengumpulan bahan hukum yang
digunakan yang terbagi menjadi 3 macam, yaitu bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, (3) sifat analisis yang
terdiri dari pendekatan penelitian dan analisis kualitatif dimana
menggunakan metode penalaran deduktif., (4) teknik pengumpulan bahan

hukum yang didukung melalui studi kepustakaan, serta (5) hambatan dan
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penanggulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang
menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian
pustaka. Bab ini membahas tentang (1) status penguasaan tanah oleh
masyarakat di sepanjang wilayah pesisir, dan (2) dampak hukum
kepemilikan dan/atau penguasaan tanah masyarakat di sepanjang wilayah

pesisir pantai berkaitan dengan penataan ruang.

BAB V PENUTUP
Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari
hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya dan

berisi saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.
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